
: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286;) 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional dan agar 
pelaksanaan kegiatan pembangunan Tahun 2020 dapat 
berjalan efektif, efesien,tepat sasaran dan dapat 
dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020. 

BUPATI CIREBON, 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

TENTANG 

NOMOR 23 TAHUN 2019 

PERATURAN BUPATI CIREBON 

Mengingat 

Menimbang 

NOMOR 25 TAHUN 2019 SERI~. 

DERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON 



4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4664); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4815); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 



TENTANG RENCANA KERJA 
(RKPD) KABUPATEN CIREBON 

PERATURAN BUPATI 
PEMERINTAH DAERAH 
TAHUN 2020. 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagairnana telah beberapakali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Betita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara 
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 
Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 
Nomor 14, Seri E.8); 

1 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 
(Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 
Nomor 4, Seri E.3); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon 
Tahun 2012 Nomor 9, Seri E.4); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 
Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 7, Seri E.5); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 
Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah 
Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 



Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonorni 
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

4. Bupati Cirebon yang selanjutnya disebut Bupati adalah 
Kepala Daerah Kabupaten Cirebon; 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon 
yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Cirebon 
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan 
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, 
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada 
Pemerintah Daerah selaku pengguna 
anggaran / pengguna barang; 

8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 
belanja, program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD; 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang 
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan untuk periode 25 (dua puluh 
lima) tahun, merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan 
Program Daerah Kabupaten Cirebon untuk 
periode Tahun 2005-2025; 

10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon 
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen 
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun; 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 



PENDAHULUAN 
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI 
DAERAH DAN KEBIJAKAN 
KEUANGAN DAERAH 
SASARAN DAN PRIORITAS 
PEMBANGUNAN DAERAH 
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 
DAE RAH 
KINERJA PENYELENGGARAAN 
PEMERINTAHAN DAERAH 
PENUTUP BAB VII 

BAB VI 

BABV 

BAB IV 

BAB I 
BAB II 
BAB III 

(1) RKPD Tahun 2020 disusun dengan sistematika 
penyusunan sebagai beriku t: 

Pasal2 

BAB II 
SISTEMATIKA RKPD 

dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan 
kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan 
DPRD; 

13. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, selanjutnya 
disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan 
Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris 
Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 
melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka 
penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai 
dengan kebutuhan; 

14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu 
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan 
serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan 
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah; 

15. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara 
kuantitatif dan/ atau kualitatif yang terdiri dari unsur 
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau 
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja 
suatu kegiatan; 

16. Produk Domestik Regional Bruto yang selanjutnya 
disingkat PDRB adalah produk domestik bruto dari 
bagian wilayah yang merupakan agregasi dari Nilai 
Tambah Bruto (NTB) dari semua unit produsen residen di 
suatu region. 



(1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan 
atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi 
uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja 
masing - masing program/kegiatan. 

(2) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan 
pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran 
tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang 
bersangku tan. 

(3) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
disampaikan kepada Bupati melalui Kepala 
Bappelitbangda paling lambat 14 (empat belas) hari 
setelah berakhimya triwulan yang bersangkutan. 

Pasal 5 

Pasal 4 

RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
ayat (1) menjadi pedoman bagi: 
a. Pemerintah Daerah dalam menyusun KUA/PPAS dan 

Rancangan APBD Ka bu paten Cirebon 
Tahun Anggaran 2020; 

b. SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD 
Tahun 2020. 

(2) Rencana kerja yang terukur beserta pendanaannya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber 
dari: 
a. APBD; 
b. APBD Provinsi; 
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan 
d. Masyarakat. 

(1) RKPD Tahun 2020 memuat rancangan kerangka ekonomi 
daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana 
kerja yang terukur beserta pendanaannya, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun 
ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. 

Pasal 3 

BAB III 
PELAKSANAAN RKPD 

(2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2020 sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



0 IR E £> 
BERITA DAE KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR L:° ,SERI - 

Diundangkan di Sumber 
pada tanggal 2 j Ju.ii 2J 15' 

IMRON 

TTD 

Pit. BUPATI CIREBON 
W AKIL BUPATI, 

Ditetapkan di Sumber 
pada tanggal 28 Juni 2019 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Pasal 6 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

. ~. 


